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ANDI EKA YUSTIKA (B111 11 384), dengan judul “Tinjauan 
Viktimologis terhadap Kejahatan Kekerasan Dan Penghinaan 
terhadap Penyandang Cacat (studi kasus di Kota Makassar)” di 
bawah bimbingan Syukri Akub selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku 
Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis 
viktimologi terhadap penyandang cacat yang mengalami kejahatan 
kekerasan dan penghinaan dan yang menjadi kendala dalam penanganan 
kasus kekerasan dan penghinaan terhadap penyandang cacat di Kota 
Makassar. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field Research) 
dan interview terhadap penyandang cacat yang pernah menjadi korban 
kekerasan/prnghinaan dan mewancarai masyarakat yang berkaitan 
langsung ataupun tidak langsung dalam kasus ini dengan mengambil data 
untukmengetahui jumlah kasus, data umur masyarakat, umur korban, 
tingkat pendidikan korban, dan kekerasan/penghinaan yang di alami 
korban. 
Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini, antara lain: (1) Peranan 
korban terhadap terjadinya kekerasan/penghinaan terhadap penyandang 
cacat di kota makassar, antara lain karena kecacatannya, dan potensi 
untuk membela diri kurang. (2) Upaya penanggulangan kejahatan 
kekerasan/penghinaan terhadap Penyandang Cacat  di Kota Makassar, 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama, namun 
manusia sendirilah yang membedakan diantara sesama manusia baik 
berwujud sikap, perilaku maupun perlakuannya, perbedaan ini masih 
sangat dirasakan oleh mereka yang kebetulan penyandang cacat, baik 
cacat sejak lahir maupun setelah dewasa, dan kecacatan tersebut 
tentunya tidak diharapkan oleh semua manusia baik yang menyandang 
cacat maupun yang tidak menyandang cacat (Tjep F Aloewie, 2000:1).  
Hukum bertujuan menciptakan keadilan di tengah-tengah 
masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan 
Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada 
dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan hak 
asasi manusia. 
Berbicara tentang korban adalah pihak yang mengalami kerugian 
baik materil maupun immateril, jasmaniah ataupun rohaniah sebagai 
akibat suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain demi 
suatu kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Korban tidaklah 
hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kejahatan tetapi 
memainkan peranan penting dalam mencari kebenaran materil yang 
dikehendaki hukum pidana materil. Korban juga merupakan elemen 
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penting dalam berlangsungnya suatu pembuktian hukum sebagai saksi 
korban atau pelapor. Seperti halnya dengan masalah kejahatan kekerasan 
dan penghinaan terhadap penyandang cacat. 
Keturunan fisik ataupun mental yang dialami oleh segelincir warga 
Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh 
haknya dari pemerintah ataupun warga Negara sendiri. Dengan alasan 
memiliki kecacatan, hak fisik, maupun mental. Anak dan orang tua pada 
dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala 
bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu 
pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain haknya lagi. 
Indonesia termasuk sadar bahwa pembangunan bukanlah perkara 
semata-mata perkara gedung bertingkat dan pembangkit listrik. 
Pembangunan adalah persoalan manusia, dalam hal kecacatan. Dalam 
dunia kerja peran penyandang cacat sangat minim meski yang di 
pekerjakan ialah penyandang cacat fisik (tunadaksa), yang terkadang 
penyandang cacat fisik ini dapat melakukan aktivitas seperti manusia 
normal lainnya.  
Salah satu pihak yang rentan menjadi bahan hinaan adalah 
penyandang cacat mereka kerap direndahkan, di anggap remeh, dan 




Perilaku kekerasan adalah tingkah laku individu yang ditujukan 
untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan 
datangnya tingkah laku tersebut. Bentuk kekerasan yang sering terjadi 
seperti perkelahian,pemukulan, penyerangan dengan senjata, tawuran, 
perampokan, perkosaan, penganiayan, dan pembunuhan. Hal ini 
Kekerasan dan penghinaan sering kali menimpa masyarakat, tak 
terkecuali para penyandang cacat. Bila berbicara seputar penyandang 
cacat, akan mempunyai keterkaitan dengan kesehatan, transportasi, 
pendidikan, maupun pekerjaan. setiap lapisan masyarakat termasuk 
penyandang cacat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 
informasi dan perlakuan baik, dan para penyandang cacat  bisa 
membentengi dirinya dari tindak kekerasan dan penghinaan. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 
Tentang Penyandang  Cacat menyatakan bahwa Penyandang cacat 
adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang 
terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang 
cacat fisik dan mental. 
Penyandang cacat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
bangsa Indonesia. Oleh karena itu permasalahan penyandang cacat 
merupakan permasalahan bangsa Indonesia. Mereka hidup sama seperti 
anggota masyarakat lainnya, ingin dihargai dan menghargai, ingin dicintai 
dan mencintai, ingin memiliki dan dimiliki, mempunyai karsa dan rasa, 
mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sama seperti manusia 
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lainnya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka permasalahan 
penyandang cacat akan tetap ada ditengah-tengah masyarakat Indonesia 
apabila tidak ditangani secara benar. Permasalahan yang sangat 
mendasar tentang penyandang cacat adalah kurangnya pemahaman 
masyarakat maupun aparatur pemerintah yang terkait tentang keberadaan 
penyandang cacat. Mereka tinggal dirumah, terperangkap dirumah 
masing-masing, tidak menyusahkan orang lain dan mudah untuk diawasi 
oleh orang tua atau keluarga. Sebagian dari mereka menjadi bahan 
obyekan sebagai peminta-minta. Keadaan demikian telah berakar kuat di 
masyarakat, sehingga sangat sulit untuk memberikan hak dan 
kesempatan yang sama kepada penyandang cacat. Disamping itu fasilitas 
berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang cacat relatif 
sangat terbatas, sehingga mereka sulit untuk bergerak secara mandiri. 
Pandangan yang melekat terhadap kaum penyandang cacat dimata 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka 
merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, 
sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Disisi lain, masyarakat 
perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa penyandang cacat bukan 
sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan 
dasar dipusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah.  
Ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person 
with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), 
5 
 
pada intinya penyandang cacat  yang berhadapan dengan hukum 
diberikan perlindungan secara khusus yang dikarenakan perbedaan 
secara fisik mental dan/atau keduanya.  
Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat 
rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih 
berkenaan dengan kekhususannya. Kekurangan penyandang cacat baik 
secara fisik, mental dan/keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. 
Kenyataan yang terjadi dalam praktek, khususnya dalam proses hukum 
masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih 
karena kekhususannya. Penyandang cacat yang behadapan dengan 
hukum masih ada diskriminasi khususnya yang menjadi korban tindak 
pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban 
tindak pidana mereka sering mengalami kekerasan fisik yang dapat 
berpengaruh dengan mental mereka dan kurang di proses. Faktanya 
banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak 
diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya 
aksesibilitas hukum bagi penyandang cacat bahkan dianggap tidak 
mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan  
 Seringkali di dalam perusahaan kekerasan (violence) terhadap 
penyandang cacat. Kekerasan di sini mulai dari kekerasan fisik seperti 
pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti 
pelecehan, menganggap tidak mampu, penciptaan ketergantungan, dan 
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sebagainya. Banyak sekali kekerasan terjadi pada penyandang cacat 
yang ditimbulkan oleh karena adanya stereotype terhadap kaum 
penyandang cacat. Salah satu kekerasan  yang dilakukan oleh negara 
karena bias dari kaum cendekia adalah tidak dibukanya akses sarana 
publik kaum penyandang cacat. Yang dimaksud akses publik tersebut 
termasuk di dalamnya prasarana fisik. Akan tetapi, yang lebih besar 
namun tidak secara mudah dilihat adalah dalam bentuk kebijakan sosial, 
kebijakan politik, dan kebijakan ekonomi. Untuk mengidentifikasikannya. 
Ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person 
with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), 
pada intinya penyandang cacat yang berhadapan dengan hukum 
diberikan perlindungan secara khusus yang dikarenakan perbedaan 
secara fisik mental dan/atau keduanya.  
Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam dan menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan 
Viktimologis Kejahatan Kekerasan dan Penghinaan terhadap Penyandang 
cacat (studi kasus di kota Makassar)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, 
maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah Analisis viktimologi terhadap penyandang cacat yang 
mengalami kejahatan kekerasan dan penghinaan? 
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan 
dan penghinaan terhadap penyandang cacat ? 
C. Tujuan Penelitian  
   Adapun dari tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk Mengetahui Analisis viktimologi terhadap penyandang cacat yang 
mengalami kejahatan kekerasan dan penghinaan. 
2. Untuk mengetahui Apakah yang menjadi kendala dalam penanganan 
kasus kekerasan dan penghinaan terhadap penyandang cacat. 
D. Kegunaan Penelitian 
  Penelitian yang digunakan penulis diharapkan mempunyai 
kegunaan yaitu : 
1. Manfaat secara teoritis 
a. Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan  sekaligus 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia 
akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan 
Tindak Pidana kekerasan dan penghinaan terhadap penyandang 
cacat. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk 
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melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi 
perkembangan hukum di Indonesia. 
b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 
perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi 
mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih 



















1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi yang berasal dari bahasa latin ‘victima’ berarti korban 
dan ‘logos’ yang berarti ilmu, merupakan suatau bidang ilmu yang 
mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. 
Perkembangan viktimologi sebagai suatu kajian ilmu dalam awal 
perkembangannya memang tak lepas dari perkembangan kriminologi 
klasik dan positivistis. 
Menurut J.E. Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah sebuah 
ilmu disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala 
aspek, bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, 
tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana Alam 
sedangkan menurut Arif gosita (1995:158) Viktimologi adalah suatu 
bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan 
dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan 
penghidupannya.  
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang 
korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang 
menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. 
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Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai 
peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka 
dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran 
bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang 
dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, 
dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih 
baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan 
kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai 
bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya. 
Adapun pengertian viktimologi menurut Arif Gosita (1993 : 138) 
adalah suatu studi/pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu 
viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan 
suatu kenyataan sosial. Selanjutnya Arif Gosita juga mengemukakan 
pengertian viktimisasi (1993 : 42) yang dalam hal ini beliau 
merumuskannya sebagai viktimisasi kriminal sebagai berikut :  
“Suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan 
penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang, oleh 
seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun orang 
lain” (seseorang dapat individu atau kelompok)”.  
Istilah viktimologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang 
pengacara di Yerusalem yang bernama B. Mendelshons. 
Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah orang yang 
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mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang 
korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang 
menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. 
Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban, 
tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan 
sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para 
korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan 
kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, 
mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan 
mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam 
suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan 
untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural 
(Arif Gosita, 1993: 208).  
Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis. Ini berarti ingin 
menyelamatkan manusia dari dan berada di dalam bahaya. 
Viktimologi juga memberikan perhatian terhadap permasalahan 
viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya: efek-efek sosial polusi 
industri pada setiap anggota masyarakat; terjadinya vitimisasi 
ekonomis, politis, dan sosial, setiap kali jika seorang pejabat 
menyalahgunakan fungsinya dalam pemerintahan untuk kepentingan 
pribadinya (Arif Gosita, 1993: 209).  
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Perkembagan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami 
berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase.  
Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “penal or special 
viktimology.” Sementara itu, fase kedua, viktimologi tidak hanya 
mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban 
kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “general victimology.” Fase 
ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji 
permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-
hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “new victimology.” 
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan 
orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusian 
masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para Anggota 
masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. 
Menurut J.E. Sahetapy (1995:25) ruang lingkup viktimologi 
meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan 
oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah 
kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam 
selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.  
Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic 
memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban 
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karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak 
mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban 
bencana alam di luar kemauan manusia (out of man‟ s will). 
Tujuan victimology dikatakan Muladi (Muladi & Barda Nawawi 
Arief, 2007: 82) adalah:  
a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;  
b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi; dan  
c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi 
penderitaan manusia .  
Objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi menurut Arif 
Gosita (Arif Gosita, 1993: 40-41) adalah sebagai berikut:  
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas  
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal  
c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, 
pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, 
hakim, pengacara, dan sebagainya.  
d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal  
e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 
viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti 
kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.  
f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.  
 
Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat 
dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal 
pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu 
viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut 
pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu 
interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi 
criminal atau kriminalistik (Arif Gosita, 2004 : 39). 
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Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu 
penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada 
pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. 
3. Manfaat Viktimologi 
Manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah faktor 
yang dapat di jadikan landasan berfikir untuk kedepannya begitu pula 
halnya dengan mempelajari Viktomologi. Dengan dipelajarinya 
viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. 
Arif Gosita (2004 : 40-41) menguraikan beberapa manfaat yang 
diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut : 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya, tidaklah untuk 
menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk 
memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan 
peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta 
pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka 
mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai 
macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung 
dalam eksistensi suatu viktimisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan 
pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan 
pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-
struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik 
dan agar menjadi lebih dewasa. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk “dunia 
ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, 
akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri 
terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan social setiap kali 
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seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam 
pemerintahan. 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat 
viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan 
kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, 
merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi 
manusia. 
 
4. Teori Viktimologi tentang peranan korban dalam terjadinya                         
kejahatan. 
Pendefinisan korban yang berakibat pada pergeseran ruang 
lingkup kajian terhadap eksistensi korban adalah darikajian korban 
kejahatan konvensional, atau meminjam istilah I.S. Susanto sebagai 
kejahatan dan penyimpangan suatu perspektif Kriminologi seperti 
penganiayaan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan beralih 
kepada studi tentang korban dari kejahatan non penyimpangan suatu 
perspektif Kriminologi atau kejahatan korporasi ataupun kejahatan 
white collar crime termasuk kepada bekerjanya penegakan hukum 
untuk tidak menimbulkan proses viktimisasi. 
Pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban yang menyatakan bahwa: “Korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sedangkan menurut Arif Gosita 
(Adami Chazawi, 2010 : 49), yang dimaksud dengan korban adalah:  
“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri 
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sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan 
diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi yang menderita”.  
 
Pihak korban yang mempunyai status sebagai pertisipan pasif 
maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam 
peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. 
Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi 
tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya 
tidak selalu sama pada korban. 
Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan : 
apa yang dilakukan pihak korban ; bilamana dilakukan sesuatu ; di 
mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat 
dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan 
lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat 
hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu 
pihak korban dikatakan bertanggungjawab. 
Dikatakan, tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. 
Jadi jelas bahwa, pihak korban sebagai partisipan utama memainkan 
peranan penting. Bahkan setelah kejahatan dilaksanakan. Dalam 
masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman bagi pihak 
korban apabila dirasakan ada tindak lajut yang tidak adil dan 
merugikan pihak korban. Sehubungan dengan ini, demi keadilan dan 
memahami masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya 
secara dimensional, perlu dilakukan penyelidikan, dan peninjauan 
17 
 
yang berperspektif interaktif (apalagi kejahatan adalah suatu hasil 
interaksi). Jadi masalah partisipasi korban dengan berbagi macam 
peranan yang dimainkan dalam kejahatan adalah sangat penting. 
Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak 
sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-
sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan 
motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi 
dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Perlu peranan 
korban dihubungan dengan set-peranan korban, yaitu : sejumlah 
peranan yang berkaitan, interdipenden dan komplementer. 
Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya 
kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi 
dan kondisi tertentu. Dalam kenyataan, tidak mudah membedakan 
secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban. 
Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku 
untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak 
korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak 
berkemauan atau rela untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi yang 
ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain 
melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku 
dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan 
kondisi tersebut anatara lain berkaitann dengan kelemahan fisik, dan 
mental pihak korban : mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, 
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yang cacad tubuh atau jiwa, serta pria atau wanita lain-lain, yang 
dapat dimanfaatkan (negatif) karena tidak berdaya. Juga yang 
berkaiatan dengan situasi sosial pihak korban, seperti mereka yang 
tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah, politid, ekonomis, 
hukum; mereka yang terasing dan yang berkedudukan lemah serta 
tidak mempunyai pelindung dalam masyarakat, mereka yang 
dianggap sebagai musuh, pengacau dan sampah masyarakat, yang 
perlu dihapuskan atau dihilanhkan karena tidak bermanfaat. 
Hal-hal tersebut di atas kerap kali tidak dapat ditolak karena 
dimiliki pihak korban sejak lahir atau dilimpahkan pada dirinya akibat 
perkembangan social yang tidak mampu ditolaknya, sehingga 
kemungkinan menjadi korban selalu ada padanya. 
Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula 
mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya 
akibat pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya, 
pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya 
(meletakkan atau membawa barang berharga, tanpa mengusahakan 
pengamanannya) sehingga memberikan kesempatan kepada orang 
lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan 
tingkah laku pihak korban, sehingga menimbulkan kebencian, 
kemuakan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula 
karena pihak korban bedara di daerah rawan atau bertugas di bidang 
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keamanan.pihak korban memungkinankan, memudahkan durunya 
untuk menjadi sasaran perbuatan jahat. 
Antara pihak korban dan pihak pelaku mungkin sudah pernah 
hubungan sebelumnya (mutlak). Hubungan bisa terjadi karena saling 
mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama di 
suatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai keguatan 
bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus-menerus. Tidak 
juga perlu secara langsung. 
Dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pihak 
adalah sedemikian rupa, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak 
korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan 
motivasi serta rasionalisasi tertentu (bahkan kadang-kadang 
melegitimasikan tindakan jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi 
tersebut). 
Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, 
fisik, dan social (ekonomi, politis, yuridis ) yang tidak dapat atau tidak 
berani melaukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, 
sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa 
dirinya lebih kuat, dan lebih berkuasa dari pihak korban. Misalnya, 
dalam suatu keluarga, anak istri sering menjadi korban tindakan jahat 
dari ayah atau suami. Kerap kali anak atau istri tersebut sangat 
bergantunga pada ayah atau suami. Akibatnya, mereka menerima 
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saja kejahatan itu berlangsung atau seolah-olah membiarkan 
berlangsung. 
Buruh secara individual adalah termasuk golongan lemah 
dibandingan pihak majikan. Pihak majikan yang memperlakukan pihak 
buruh seenaknya seperti panganiayaan, perbudakan, perampasan 
hak-hak asasi, adalah merupakan kejahatan. Seringkali secara 
individual buruh tidak melawan majikan karena ketergantungannya 
pada majikan, serta tidak ada yang melindungi dan membelanya, 
sehingga kejahatan yang dilakukan terhadap pihak korban dapat 
berjalan terus. 
Pihak korban dalam menjalankan usaha ( bisnis) sering 
mengajak pihak lain untuk melancarkan usahanya, atau 
menyelesaikan permasalahan perusahaannya. Pada hakekatnya, 
ajakan kerjasama ini, dapat juga menimbulkan bergai macam kajahatn 
seperti penipuan, pemerasan, penganiayaan dan pembunuhan karena 
persaingan. 
Pihak pemerintahan juga dapat sebagai pihak kornam. Dalam 
rangka membangun suatu proyek pabrik tertentu misalnya, 
pemerintahan mengundang banyak orang untuk ikut membangun 
tanpa persiapan sarana pengamatan di berbagai bidang proyek 
tersebut. Ini memberikan kemungkinan pihak pemerintah menjadi 
korban pencurian, penggelapan atau korupsi, kerna kurang waspa 
dalam mengusahakan fasilitas pengawasan dan pengamanan 
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pelaksanaan proyek. Dengan demikian suatu pemerintahan dapat 
pula ikut serta menimbulkan kejahatan, Persekongkolan Korban dan 
Pelaku Kejahatan untuk melaksanakan ini pihak korban sengaja 
melakukan suatu tindakan yang menempatkan dirinya sebagai korban 
kejahatan dengan membujuk pihak pelaku untuk melaksanakannya. 
Ini berarti, pihak korban ikut serta dengan pihak pelaku delam 
kejahatan. Misalnya, berkaitan dengan masalah euthanasia, di mana 
pihak korban karena tidak tahan menderita membujuk orang lain untuk 
membunuh dirinya dengan persetujuan pihak korban. Apabila 
pembunuhan dilaksanakan, maka terjadilah suatu kejahatan 
pembunuhan. Pihak korban jelas ikut, serta membantu terlaksananya 
kejahatan itu. 
Korban bisa berperan sebagai korban semu yang bekerjasama 
dengan pelaku dalam melakukan suatu kejahatan. Di sini misalnya, 
pihak korban mengasuransikan harta miliknya. Dia berharap akan 
mendapat premi apabila terjadi suatu musibah dengan harta milik 
yang diasuransikannya itu. Agar cepat memperoleh premi, ia 
menyuruh orang lain menhancurkan harta milik yang diansuransikan 
tinggi itu dengan maksud memperoleh pihak pelaku, pihak korban 
akan menerima preminya. 
Dalam kasus semacam ini pihak korban berperan ganda untuk 
mewujudkan kejahatan, yaitu sebagai korban yang menyuruh orang 
lain melakukan kejahatan. 
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Pihak korban dapat pula berperan sebagai yang merasa menjadi 
korban atas perbuatan orang lain lalu melakukan kejahatn sebagai 
pembalasan. Pihak korban, yaitu yang mengalami sendiri atau yang 
tidak mengalami sendiri tindakan jahat pihak pelaku (anggota 
keluarga, organisasi) kerap kali merasa dirinya dirugikan oleh 
tindakan-tindakan seseorang atau kolektif (golongan swasta maupun 
pemerintahan) lalu melakukan tindakan yang merupakan kejahatan 
juga (tindak lanjut). Misalnya, pihak korban tdak setuju dengan 
keputusan pengadilan yang dijatuhkan pada pihak pelaku. Karena 
dianggap tidak adil dan tidak memuaskan, pihak korban mengambil 
tindan main hakim sendiri yang juga merupakan suatu kejahatan. 
Dalam peristiwa ini pihak korban berperan sebagai pelaku kejahatan. 
Kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban dapat sama, sejenis atau 
yang lainnya. Apabila tindakan jahat tersebut ditujukan kepada pelaku 
semula, maka pihak pelaku semula itu kini menjadi korban.  
Menjadi korban tindakan individual atau kelompok tertentu ada 
masa lampau dapat mendorong pihak korban untuk melakukan 
pembalasan. Merasa dulu pernah dijajah dan ditindas oleh bangsa, 
kelompok, golongan tertentu berdasarkan kisah atau sejarah, pada 
masa sekarang dapat menyebabkan timbul dan dikembangkannya 
pertentangan antar golongan, suku, ras dan bangsa dari pihak korban. 
Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana mencegah 
dan menguranginya. Ini merupakan mottivasi dan rasionalisasi untuk 
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legitimasi tindakan-tindakan yang tidak benar yang menggangu 
perdamaian dan kesejahteraan. 
Kerap kali pihak korban dijadikan sebgai perantara oleh pehak 
pelaku, untuk membenarkan diri, membela diri dalam melakukan 
kejahatan terhadap pihak korban. Pihak pelaku mengusahakan 
motivasi tertentu dan melakukan rasionalisasi agar perbuatannya 
yang pada hakekatnya merupakan kejahatan dan harus 
dipertanggungjawabkan, tidak wajib dipertanggungjawabankan  lagi 
oleh pihak pelaku. Rasionalisasi yang dilakukan untuk melindungi 
pihak pelaku dipersalahkan oleh orang lain atau diri sendiri terjadi 
setelah suatu kejahatan dilaksanakan. Tetapi mungkin juga sebelum 
suatu kejahatan dilakukan. Rasionalisasi tersebut antara lain 
dinyatakan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, “Dia yang 
mulai terlibih dahulu. Orang lain sebelum saya telah juga melakukan 
perbuatan yang sama “atau” Merka semua menentang saya. Tiada 
seorang yang menyenangi saya. Mereka selalu mempersulit dan 
mengganggu saya.” 
Beberapa teknik netralisasi pembenaran diri melakukan 
kejahatan untuk dipahami dan diteliti lebih lanjut adalah seperti: 
Penolakan terhadap pihak korban yang termasuk sebagai salah satu 
teknik yang popular. Dalam kejahatan yang dilakukan anggota gang 
tersebut, pihak korban tidak saja ditolak keberadaanya, tetapi juga 
dianggap tidak ada. Sebagai contoh, mobil yang dicuri dianggap tidak 
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ada pemiliknya, sama seperti patung yang dirusak. Kalau dalam 
perkosaan, wanita, tetapi yang diperkosa ditolak, tidak diakui sebagai 
sesama manusia, tetapi dianggap sebagai musuh dan obyek. 
Misalnya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh sekelompok orang 
secara bersama-sama. Salam kejahatan ini terjadi pula 
depersonalisasi korban. Korban tidak hanya sebagai seorang musuh, 
tetapi juga dianggap bersalah sehingga harus dihukum (memberikan 
imbalan) untuk perbuatannya. Selanjutnya dia adalah juga sebagai 
suatu obyek percobaan (experimental) yang berda di dalam tangan 
belas kasihan kelompok tersebut. 
Di dalam kasus abortus, janinlah yang ditolah sebagai makhluk 
hidup, dan dianggap sebagai suatu obyek yang mati. Karena 
dirumuskan seperti itu penghancurannya pada saat itu pun tidak 
dianggap sebagai suatu pembunuhan, dan tidak menimbulkan 
kemarahan moral, atau pertentangan moral seperti pada pembunuhan 
yang lain. 
Dalam kasus pembunuhan demi kelancaran peramporakan 
dengan korabn-korban yang sudah tua, atau sakit yang tidak dapat 
ditolong lagi, dipakai sebagai pembenaran menolak eksistensi korban 
tertentu, serta haknya untuk hidup. Alasannya, karena korba telah 
hidup cukup lama, dan tidak dapat disembuhkan lagi dari penyakit 
yang gawat, maka dirasionalisasikan, adalah lebih baik dibunuh untuk 
mengakhiri penderitaannya. Tindakan membunuh tidak sebagai suatu 
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agresi, tetapi sebagi suatu tanda belas kasihan dan kemurahan hati 
yang tidak diucapkan di samping alasan, bahwa korban adalah 
seorang manusia yang tidak berharga. Diasumsikan bahwa para 
penjahat itu secara diam-diam mempunyai sikap, perumusan dan citra 
yang sama mengenai para korban. 
Pada kejahatan perkosaan kolektif diketahui bahwa, sebagian 
besar dari para penjahat mempunyai citra yang mengecilkan harga diri 
wanita. Wanita adalah objek yang harus menurut, tunduk, dan 
menderita. Tidak pernah didapat suatu ikatan yang berperasaan 
terhadap korban kerap kali mengiringi perkosaan kolektif (seperti 
mengambil harta milik, uang dari dompet korban) rupanya lebih 
bermotiv penghinaan dari pada keserakahan. 
Sifat-sifat khusus dan kualitas tertentu calon korban dapat 
dipergunakan untuk mendeskreditkan dan mendevaluasinya dalam 
suatu usaha untuk menampilkan korban sebagai suatu yang patut 
dijadikan sasaran pemberantasan suatu perbuatan jahat. Dengan cara 
demikian tindakan kekerasan terhadap para homoseksual dan pelacur 
kerap kali dibenarkan. Buat orang-orang tertentu, mencuri dari para 
homoseksual merupakan perbuatan yang sungguh pantas dan dapat 
dibenarkan.kejahatan harta benda yang dilakukan terhadap para 
pelacur adalah sama sifatnya. 
Dalam kasus kejahatan terhadap harta milik, ketidakjujuran 
korban memainkan peranan ynag sama. Seorang pengusaha 
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dinyatakan sebagai seorang monopolis yang serakah, atau pedagang 
yang tidak jujur dan menipu para lengganannya, patut dijadikan 
korban. Perbuatan yang melawan hukum tersebut dinyatakan sebagai 
suatu perbuatan ketidakpuasan moral. Ketidakpuasan moral. 
Ketidaksenangan dan kebencian yang sangat terhadap korban adalah 
di atas segala pertimbangan mengenai hak-hak korban. 
Penyangkalan atau penolakan yang menyebankan penderitaan 
dan kerugian pada korban, adalah salah satu teknik lain yang popular. 
Penyangkalan ini diperlukan calon penjahat dalam usaha 
merasionalisasi perbuatan kejahatan calon penjahat dalam usaha 
merasionalisasi perbuatan kejahatan, dan membebaskan diri dari 
persyaratan super-egonya, di samping dari tekanan batin yanga dapat 
menghalangi pelaksanaan perbuatan itu, antara lain bagi para 
penggelap uang. Bagi mereka lebih mudah menenangkan hati nurani 
apabila dalam pemikiran para penjahat perbuatan itu sebagai sesuatu 
yang tidak menyebabkan penderitaan, atau kerugian pada korban. 
Dalam perbuatan mencuri, penipuan dan vandalisme terdahap 
pemerintah atau perusahaan besar, dipakai alasan bahwa pihak 
korban terlampau kaya, sehingga tidak akan menderita. Alasan bahwa 
pihak asuransi yang akan menanggung dan membayar kerugian 
korban mereka kemukakan untuk menyangkal sebagai penyebab 
penderitaan atau kerugian pada pihak korban akibat perbuatan jahat 
itu. Mencuri mobil dianggap sebagai “meminjam” saja. Dan pada 
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kasus penggelapan, sifat jahat dan menimbulkan kerugian disangkal, 
jika calon pelaku penggelapan berhasil menyakinkan diri sendiri 
bahwa ia tidak mencuri atau menggelapkan, tetapi hanya meminjam 
uang tersebut. 
Dalam kasus perkosaan terhadap seorang pelacur, penghinaan 
dan mendevaluasikan korban dikombinasikan dengan menyangkal 
sebagai penyebab penderitaan. Perkosaan ini dilihat sebagai suatu 
perbuatan yang tidak menyebabkan penderitaan atau kerugian apa 
pun pada pelacur tersebut. 
Menekankan kepada kesalahan korban sebagai langkah awal 
kejahatan merupakan suatu kecenderungan untuk membebaskan 
para calon penjahat sesempurna mungkin dari semua rasa salahnya. 
Ini memungkinan mereka membenarkan parbuatan tersebut dengan 
menolak tanggungjawab masing-masing, sambil mempersalahkan 
pihak korban. Dengan berbuat demikian, para calon pelaku dapat 
melakukan kejahatan tanpa menganggap dirinya sebagi seorang 
penjahat. 
Penting untuk dicacat, bahwa mempersalahkan pihak korban 
untuk merasionalisasi kekejaman dan ketidakadilan, bukanlah suatu 
proses distorsi yang disengaja. Karena motivasi dan pembenaran itu 
ditentukan dan dikondisikan kultural, maka harus ditafsirkan 
berdasarkan system nilai kultur dan tjuan di mana penjahat 
beroperasi. Sikap-sikap popular tertentu melengkapi sarana untuk 
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pembenaran kejahatn berdasarkan rasa dendam. Misalnya, beberapa 
hokum tidak tertulis memperinci kondisi suami atau istri menjadi objek 
viktimisasi yang dibenarkan. Di beberapa Negara, dikaitkan pada 
hokum tak-tertulis yang mengizinkan seorang suami bermotivasi 
pembalasan untuk membunuh kekasih dalam keadaan tertentu. Sikap 
ini bahkan dilembagakan dalam hokum pidana di beberapa tempat. 
Dalam semua kejahatan yang bermotivasi pembalasan 
(vendetta), pembuatan yang menimbulakan penderitaan dilihat dan 
dilakukan sebagai suatu perbuatan yang benar, dan sebagai satu 
bentuk pembalasan yang adil. Beberapa macam kejahatan yang 
dilakukan oleh masa seperti membunuh dan menghukum mati tanpa 
pengadilan resmi, jelas mencerminkan suatu aspek pengadilan. Ini 
merupakan suatu contoh menarik dari suatu pembenaran spontan 
yang dimungkinkan oleh perilaku pihak korban. Aspek pengadilan ini 
juga terlihat nyata dalam beberapa macam kejahatan politik tersebut , 
seperti pembunuhan politik yang dilakukan oleh golongan intelektual 
atau orang-orang dari strata tingkat atas. Mereka menganggap dirinya 
sebagai penyelamat, dan menganggap membunuh seorang raja lalim, 
dictator kejam, atau seorang tiran yang tidak yang tidak disenangi, 
sebagai suatu tugas moral. Dalam beberapa kasus, pembunuhan 
tersebut mewujudkan suatu pengetian viktimisasi pribadi, sedangkan 
dalam kasus lain, ia menetapkan kewajiban untuk membalas suatu 
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kelompok, suatu partai politik bahkan suatu bangsa atau ras, dan 
pembasmian sebagai suatu tindakan yang sah dan dapat dibenarkan. 
Konsep mengenai adanya orang yang patut menjadi korban dan 
dibenarkan menjadi korban suatu kejahatan, nyata juga dalam kasus 
seorang tiran keluarga yang dibunuh oleh salah seseorang anak 
lakinya. Kejahatn tersebut kerap kali dilihat oleh pembunuh sebagai 
sesuatu yang adil. Kekejaman ayahnya terhadap ibunya, dan 
ditambah dengan kebencian anaknya serta penyerangan terhadap 
ayahnya, menjadi titik mulainya proses pembenaran diri. Dalam 
kebanyakan kasus , pembunahan orang tua merupakan titik puncak 
revolusi mengadili yang digerakkan oleh agresi tersebut, membuat 
ayahnya bersalah, dan membenarkan kejahatan yang sedang 
dipersiapkan. 
Mempersalahkan korban, sebagai suatu teknik pembenaran diri 
tidak hanya terbatas pada kejahatan-kejahatan terhadap perorangan 
saja. Perbuatan menghidari pajak dianggap sebagai suatu 
pembalasan yang benar terhadap suatu pemerintahan yang 
memaksakan pembayaran pajak terlampau tinggi. Bahkan melakukan 
pengkhiatan dapat dibenarkan sebagai suatu tindakan pembalasan 
terhadap suatu rezim yang tidak adil, otokratik dan menindas. 
Para korban sama sekali tidak berminat untuk menjadi korban 
kejahatan asusila, namun dengan keterbatasan korban yaitu 
kelemahan fisik dan kelemahan mental korban, yakni mereka yang 
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berusia tua atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa atau wanita dapat 
dimanfaatkan karena tidak berdaya yang seringkali dimanfaatkan para 
pelaku untuk melampiasakan hawa nafsunya. Korban yang diketahui 
lemah fisik, mental dan sosial sering dimanfaatkan sesukanya oleh 
pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak 
korban.  
Tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, 
yaitu :  
a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzal Abdel Fattah 
yang dikutip oleh Lilik Mulyadi (2003:124) menyebutkan beberapa 
tipologi korban, yaitu :  
1) Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak menyangkal/ 
menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi 
dalam penanggulangan kejahatan; 
2) Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 
tertentu;  
3) Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan 
atau pemicu kejahatan; 
4) Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban; 
5) False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri;  
b. Ditinjau dari persfektif tanggung jawab korban itu sendiri maka 
Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh 
bentuk, yakni sebagai berikut :  
1) Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. 
Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada 
dipihak korban;  
2) Provocative victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, 
dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama;  
3) Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
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mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga 
mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;  
4) Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;  
5) Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 
atau masyarakat;  
6) Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung 
jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus 
sebagai pelaku kejahatan;  
7) Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali 
adanya perubahan konstelasi politik.  
c. Selain pengelompokan di atas, masih ada pengelompokan tipologi 
korban menurut Sellin dan Wolfang, yaitu sebagai berikut :  
1) Primary victimization, yang dimaksud adalah korban individual. 
Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);  
2) Secondary victimization,yang menjadi korban adalah kelompok, 
misalnya badan hukum;  
3) Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat 
luas;  
4)  Mutual victimization,yang menjadi korban adalah si pelaku 
sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika;  
5) No victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban 
melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi 
(Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:49).  
Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan 
kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab 
fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan 
kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam 
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suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan 
secara yuridis ilmiah. 
B. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the 
legal point of view) batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan perbuatan. 
Kejahatan Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah : setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih 
hidup di dalam masyarakat. 
Romli Atmasasmita dan Widati Wulandari (1997:53) mendefenisikan 
bahwa : 
“Kejahatan adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku 
manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. 
Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum”.  
Van Bamemlen (J. E. Sahetapy, 1992:14) memberikan definisi      
bahwa :  
“Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, 
perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu 
masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan 
menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan 
sengaja nestapa terhadap perbuatan itu”. 
Unsur-unsur Pokok  untuk Menyebut sesuatu perbuatan sebagai 
Kejahatan mempunyai tujuh unsur yaitu : 
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1. Ada perbuatn yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana(KUHP). 
3. Harus ada perbuatan (criminal act) 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea). 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan 
bebrapa pertimbangan : 
1. Motif Pelakunya 
Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai 
berikut : 
a. Kejahatan ekonomi (economic crime, misalnya penyelundupan. 
b. Kejahatan  
c. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI, 
pemberontakan DI/TI, dll. 
d. Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya penganiayaan, 
motifnya balas dendam. 
 
2. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya. 
a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-
11 (dua) KUHP, seperti pembunuhan, pencurian,dll. Ancaman 
pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara sementara. 
b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang di sebut di dalam buku 
ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai 
jimat pada waktu ia harus member keterangan dengan bersumpah, 
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di hukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau 
denda. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. 
3. Kepentingan Statistik 
a. Kejahatan terhadap orang (crime against person), misalnya 
pembunuhan, penganiayaan dll. 
b. Kejahatan terhadap harta benda (crime against property) misalnya 
pencurian, perampokan dll. 
c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public decency) 
misalnya perbuatan cabul. 
4. Kepentingan Pembentukan Teori 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. 
Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, 
cara melakukan kejahatan, tehnik-tehnik dan organisasinya dan  
timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada 
kelas tersebut. Penggolongannya adalah: 
a. Professional crime, adalah kejahatan yang dilakukan sebagai mata 
pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi 
itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan 
pencopetan. 
b. Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: 




c. Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya kesempatan, 
Contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, 
penganiayaan, dan lain-lain. 
Adapun Statistik Kejahatan ada Empat antara lain : 
1. Kejahatan tercatat (recorderd crime) 
Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi 
di suatu tempat dan waktu te mengacrtentu. Statistik kejahatan 
mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada 
polisi (crime known to the police) sebenarnya instansi-instansi 
penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan lembaga 
pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan tetapi statistik 
kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian 
merupakan tombak awal penanganan kejahatan. Misalnya  bila di 
kepolisian dilaporkan 20 kasus kejahatan maka yang sampai di 
kejaksaan tinggal hanyalah separuhnya saja dan begitu seterusnya, 
sehingga betul-betul yang masuk di Lembaga Permasyarakatan 
tinggal beberapa orang saja. 
2. Kejahatan Terselubung (hidden crime) 
Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui 
oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, 
namun kejahatan yang sesungguhnya yang telah terjadi di 
masyarakat jauh lebih banyak, selisih antara jumlah kejahatan yang 
sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang 
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diketahui poli dijsebut kejahatan tersembunyi (hidden crime). 
Sebenarnya tidak ada satu orangpun yang mengetahui dengan pasti 
jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun kejahatan 
terselubung itu pasti terjadi adanya. 
 
 
3. Pihak kepolisian 
Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena 
bukti-bukti kurang. 
a. Kejahatan di laporkan setelah di adakan penyelidikan, ternyata 
bukan merupakan tindak pidana. 
b. Petugas tidak jujur. 
c. Pihak kepolisian tidak professional. 
d. Sarana yang tersedia kurang memadai. 
4. Pihak masyarakat 
a. Masyarakat acuh tak acuh. 
b. Takut kepada pelaku kejahatan. 
c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan. 
d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu 
dengan melaporkan kejadian yang terjadi. 
C. Pengertian Kekerasan 
Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan yang terjadi 
dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik 
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pihak yang menjadi korban kekerasan maupun pihak-pihak lainnya secara 
umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan 
itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya 
yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus 
yang terjadi dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan 
kekerasan. 
Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu 
gabungan kata vis (daya, kekuatan) dan “latus” (membawa) yang 
kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal 
yang keras; kekuatan; paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, 
desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa 
yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa 
dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan 
berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. 
Kemudian pengertian secara terminologi kekerasan merupakan 
suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia 
sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada 
sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, 
menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan 




Kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara 
yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum 
dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya. Tindak kekerasan 
merupakan konsekuensi. Ia merupakan manifestasi dari jiwa dan hati 
yang kacau karena terganggu. Kegoncangan jiwa dan hati itu begitu kuat 
sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu, individu 
betul-betul dipengaruhi oleh nafsunya dan hanya memfokuskan pemikiran 
pada dirinya dan pelaku tidak mempedulikan keselamatan atau 
kesejahteraan orang lain. 
R. Audi merumuskan violence sebagai serangan atau 
penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, 
penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas 
atas milik atau sesuatu yang secara personal dapat menjadi milik 
seseorang. 
Ciri-ciri yang teridentifikasi menggambar bahwa tindak kekerasan 
memiliki karakteristik anonym, 2002) sebagai berikut : 
1. Perilaku kekerasan yang dimanifestasikan dalam bentuk perlakuan 
salah (abuse), pemerasan (exploitation) penelantaran (negletion), 
pembedaan (discrimination), dan membiarkan orang berada dalam 
situasi berbahaya (emergency situation); 
2. Bersifat verbal dan non dalam bentuk perbuatan merusak atau 
mencederai pihak lain; 
3. Bervariasi antara serangan fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun 
seksual atau kombinasi diantara varian tersebut; 
4. Bertentangan dengannorma sosial yang berlaku dan/atau yang 
melanggar hak asasi manusia. 
5. Mempunyai akibat langsung terhadap korban, sehingga fungsi 
sosialnya mengalami gangguan atau mengalami hambatan 
untukmengaktualisasi dirinya secara layak bagi kemanusiaan 




Yurisdiksi yang berbeda telah mengembangkan definisi mereka 
sendiri tentang apa yang merupakan kekerasan kepada kaum 
penyandang cacat. tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan 
resiko besar akan bahaya yang serius. Seseorang yang merasa perlu 
untuk melakukan kekerasan terhadap penyandang cacat.  
1. Bentuk Bentuk kekerasan 
Dalam kehidupan nyata di masyarakat, kita dapat menjumpai 
berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang 
satu terhadap anggota masyarakat yang lain. Misalnya pembunuhan, 
penganiayaan, intimidasi, pemukulan, fitnah, pemerkosaan, dan lain-lain. 
Dari berbagai bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke 
dalam dua bentuk, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak 
langsung. Kekerasan merupakan delik aduan dimana pengaduan berarti 
tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya 
laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang 
atau terhadap orang tertentu. 
Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila 
telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan 
tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, 
tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Tiap-tiap delik yang 
oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu 
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secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga 
ditunjukan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut. 
a) Kekerasan langsung (direct violent)  
adalah suatu Bentuk kekerasan yang dilakukan secara 
langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicederai atau dilukai. 
Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, 
seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, 
menganiaya, dan memperkosa. 
b) Kekerasan tidak langsung (indirect violent)  
    adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang 
terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini 
cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, 
meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, 
memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Misalnya terror bom 
yang dilakukan oleh para teroris untuk mengintimidasi pemerintah 
supaya lebih waspada akan bahaya yang dilakukan oleh pihak 
asing terhadap negara kita. 
Sehubungan dengan tindak kekerasan yang telah dilakukan 
oleh anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat 
yang lain, pada dasarnya di dalam diri manusia terdapat dua jenis 
agresi (upaya bertahan), yaitu sebagai berikut. 
c)  Desakan untuk melawan yang telah terprogram secara filogenetik 
sewaktu kepentingan hayatinya terancam. Hal ini dimaksudkan 
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untuk mempertahankan hidup individu yang bersifat adaptif biologis 
dan hanya muncul apabila ada niat jahat. Misalnya si A melakukan 
pencurian karena adanya desakan kebutuhan ekonomi, seperti 
makan. 
d) Agresi jahat melawan kekejaman, kekerasan, dan kedestruktifan ini 
merupakan ciri manusia, di mana agresi tidak terprogram secara 
filogenetik dan tidak bersifat adaptif biologis, tidak memiliki tujuan, 
serta muncul begitu saja karena dorongan nafsu belaka.             
2. Kekerasan terhadap penyandang cacat 
Ada empat kekerasan kepada penyandang cacat adalah : 
a. Pengabaian atau Penelantaran 
Penelantaran seorang yang cacat adalah di mana individu 
yang bertanggung  jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan 
memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan 
untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau 
kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan 
atau kasih sayang), pendidikan , atau medis (kegagalan untuk 
memberikan pasilitas kesehatan atau membawa ke dokter).  
b. Kekerasan Fisik 
Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang 
cacat. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, 
mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik 
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telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau 
menguncang orang cacat. 
Guncangan terhadap orang yang cacat dapat menyebabkan, 
pembengkakan otak, cedera difus aksonal, dan kekurangan 
oksigen yang mengarah ke pola seperti gagal tumbuh, muntah, 
lesu, kejang, pembengkakan atau penegangan ubun-ubun, 
perubahan pada pernapasan, dan pupil melebar.  
Sebagian besar negara dengan hukum kekerasan terhadap 
penyandang cacat mempertimbangkan penderitaan dari luka fisik 
atau tindakan yang menempatkan orang cacat dalam risiko yang 
jelas dari cedera serius atau kematian tidak sah. Di luar ini, ada 
cukup banyak variasi. Perbedaan antara disiplin tindak kekerasan 
sering kurang didefinisikan. Budaya norma tentang apa yang 
merupakan tindak kekerasan sangat bervariasi: kalangan 
profesional serta masyarakat yang lebih luas tidak setuju pada apa 
yang disebut merupakan perilaku kekerasan. 
Beberapa profesional yang bertugas di bidang manusia 
mengklaim bahwa norma-norma budaya yang berhubungan 
dengan sanksi hukuman fisik adalah salah satu penyebab 
kekerasan terhadap orang cacat dan mereka telah melakukan 
kampanye untuk mendefinisikan kembali norma-norma tersebut. 
c. Pelecehan Seksual Terhadap orang cacat 
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Pelecehan seksual terhadap orang cacat adalah suatu 
bentuk penyiksaan orang  atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
orang yang lebih sempurna terhadap orang cacat untuk 
mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual 
termasuk meminta atau menekan orang cacat untuk melakukan 
aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat 
kelamin kepada orang cacat, menampilkan pornografi, kontak 
seksual yang sebenarnya, kontak fisik dengan alat, melihat alat 
kelamin tanpa kontak fisik, atau menggunakan untuk memproduksi 
pornografi. 
Pengaruh pelecehan seksual pada orang cacat termasuk 
rasa bersalah dan menyalahkan diri, kenangan buruk, mimpi buruk, 
insomnia, takut hal yang berhubungan dengan pelecehan 
(termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah 
harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis , kecanduan, melukai diri 
sendiri, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, depresi,gangguan 
strees pasca trauma, kecemasan , penyakit mental lainnya 
(termasuk gangguan kepribadian).  
d. Kekerasan emosional/Psikologi 
Dari semua kemungkinan bentuk pelecehan, pelecehan 
emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa 
termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta 
benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, 
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kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, 
pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau 
penghinaan. 
Korban kekerasan emosional dapat bereaksi dengan 
menjauhkan diri dari pelaku, internalisasi kata-kata kasar atau 
dengan menghina kembali pelaku penghinaan. Kekerasan 
emosional dapat mengakibatkan gangguan kasih sayang yang 
abnormal atau terganggu, kecenderungan korban menyalahkan diri 
sendiri (menyalahkan diri sendiri) untuk pelecehan tersebut, belajar 
untuk tak berdaya, dan terlalu bersikap pasif. 
D. Pengertian Penghinaan 
Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya 
persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Didalam 
delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses 
hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di 
pengadilan. Contoh Pasal 338 dan 362 KUHP apa bila tindak pidana 
tersebut terjerat pasal 338 atau 362 KUHP maka proses hukumnya harus 
tetap berjalan. 
Pencemaran nama baik dikenal juga dengan penghinaan, yang 
pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang 
yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasakan dirugikan 





Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : 
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat 
pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap 
seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau perbuatan, atau 
dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, 
diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling 
lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.” 
Merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan  
hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum 
ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang 
mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu 
perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain 
masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal 
pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi 
adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut 
matanya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut 
telah melakukan kejahatan yang berat.  
Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan 
tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai 
Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (rechstaat), 
dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia 
mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara 
lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers 
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merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 
masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. 
Tanpa adanya  kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat 
menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. 
Dengan demikian tidak akan ada demokrasi. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan 
secara terperinci mengenai masalah penghinaan ini, maka agar lebih 
jelasnya terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal mengenai penghinaan 
(Wina Armada, 1989 : 52) : 
1. Objek atau sasaran penghinaan 
Dilihat objek penghinaan, maka sasaran penghinaan dapat 
digolongkan : 
a. Terhadap pribadi perseorangan. 
b. Terhadap kelompok atau golongan. 
c. Terhadap institusi atau lembaga. 
d. Terhadap suatu agama. 
e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, Kepala 
negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing. 
f. Terhadap orang yang sudah meninggal. 
 
2. Cara penghinaan 
Dilihat dari cara melakukan penghinaan, terdapat beberapa 
pembagian : 
 
a. Pembagian menurut ilmu pengetahuan : 
1) Secara formal, yaitu penghinaan yang dilakukan dengan tegas 
dan langsung pada sasaran. 
2) Secara material, yaitu penghinaan yang dilakukan tidak secara 
terang-terangan, samar-samar dan tidak begitu kentara 
namun efektif. 
b. Pembagian menurut KUHP : 
1) Secara lisan, yaitu penghinaan yang diucapkan atau dilakukan 
dengan lisan. 
2) Secara tertulis, yaitu penghinaan yang dilakukan melalui 




3. Bentuk penghinaan dalam KUHP. 
a. Pencemaran (smaad). 
b. Pencemaran tertulis (smaadschrift). 
c. Penghinaan ringan (eenvoudigebelediging). 
d. Fitnah (laster). 
e. Fitnah pengaduan (lasterlijkaamklacht). 
f. Fitnah tuduhan (lasterlijkverdachtmaking). 
 
1. Bentuk Bentuk Penghinaan. 
Bentuk-bentuk Penghinaan terbagi menjadi 2 macam yaitu, 
pencemaran nama baik secara lisan dan percemaran nama baik 
tertulis. Dalam buku Oemar Seno Adji (1997:92) pencemaran nama 
baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi : 
a. Penghinaan materiil 
Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi 
pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun 
secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi 
dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. 
Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan 
tersebut dilakukan demi kepentingan umum. 
b. Penghinaan formil 
Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, 
melaingkan bagaimana pernyataan yang berseangkutan itu 
dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor 
menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah 
dengan cara kasar dan tidak objektif. 
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Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan 
tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah 
ditutup. KUHP mengartikan penghinaan di dalam Pasal 310 ayat 
(1) dan (2) undang-undang 1945, yang isinya : 
1) Pasal 310 ayat (1) : “ Barang siapa dengan sengaja merusak 
kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh 
dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan 
tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“. 
2) Pasal 310 ayat (2) : “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau 
gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau 
ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista 
dengan tulisan dengan hukumana penjara selama-lamanya satu 
tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,“. 
Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB 
XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini 
meliputi 6 macam penghinaan yaitu : 
1) Pasal 310 ayat (1) mengenai menista 
2) Pasal 310 ayat (2) mengenai menista dengan dengan surat. 
2.  Pengertian Penhinaan kepada Penyandang Cacat 
Penghinaan terhadap penyandang cacat adalah perlakuan yang 
mengeluarkan perkataan secara kasar baik secara maupun tindakan 
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terhadap penyandang cacat bias berupa : memfitnah, mengejek, 
diskriminasi dan mempermalukan di depan umum. 
Dalam Penjelasan UU 19/2011 mengenai pokok-pokok isi 
konvensi, dikatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang 
memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan 
sikap masyarakatnya dapat menemui berbagai hambatan yang 
menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan 
kesamaan hak. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), 
dan (3) Konvensi Penyandang Disabilitas bahwa: 
a. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang 
disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai 
seorang manusia di muka hukum. 
b. Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang 
disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan 
orang lain dalam semua aspek kehidupan 
c. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk 
menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan 
yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas 
hukum mereka.  
E. Pengertian Penyandang Cacat 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 
Tentang Penyandang  Cacat menyatakan bahwa Penyandang cacat 
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adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang 
terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang 
cacat fisik dan mental. 
1. Macam-macam cacat fisik dan mental 
Cacat mental dan cacat fisik terbagi menjadi beberapa kategori 
dan tingkatan yang membedakan kelainan-kelainan yang dimiliki 
masing-masing. Kategori-kategori tersebut ialah Tunanetra, 
Tunarungu, Tunadaksa, Tunalaras, Tunagrahita dan idiot. Cara hidup 
mereka sedikit sama untuk beberapa kategori akan tetapi pada 
kategori dan tingkatan yang parah, cara hidup mereka bergantung 
dengan bantuan orang lain. Kebiasaan dan tingkah laku mereka sedikit 
berbeda dengan kita yang tidak memiliki kelainan. Banyak dari mereka 
merasa minder atau terasingkan, walaupun begitu sebenarnya mereka 
sangat ingin bergaul dengan kita yang normal tanpa memandang 
kekurangan dan kelemahannya. Adapun  
a. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam 
penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra 
penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat 
indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh 
karena itu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan 
pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang 
digunakan harus bersifat taktual dan bersuara. Karakteristik yang 
berupa kekurangan tunanetra meliputi sikap  mudah curiga, mudah 
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tersinggung, rendah diri, verbalisme, adatan dan  ketergantungan 
yang berlebihan. Sikap tersebut dipandang akan mempengaruhi  
sosialisasi dan adaptasi di lingkungan anak tunanetra (rumah, 
sekolah dan masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa tunanetra 
membutuhkan proses pembelajaran, sosialisasi dan adaptasi 
dalam mengenal dan memahami kondisi serta situasi lingkungan 
agar dapat mengurangi kekurangannya.  
b. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam 
pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi 
tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran. Karena 
memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki 
hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut 
tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan 
bahasa isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara 
internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di 
setiap negara.  
1) Karakteristik anak tunarungu dalam aspek akademik 
Keterbatasan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa 
mengakibatkan anak tunarungu cenderung memiliki prestasi yang 
rendah dalam mata pelajaran yang bersifat verbal dan cenderung 




2) Karakteristik anak tunarungu dalam aspek sosial-emosional 
adalah sebagai berikut: 
Pergaulan terbatas dengan sesama tunarungu, sebagai 
akibat dari keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi. Sifat 
egosentris yang melebihi anak normal, yang ditunjukkan dengan 
sukarnya mereka menempatkan diri pada situasi berpikir dan 
perasaan orang lain, sukarnya menye-suaikan diri, serta 
tindakannya lebih terpusat pada “aku/ego”, sehingga kalau ada 
keinginan, harus selalu dipenuhi. 
3) Karakteristik tunarungu dari segi fisik/kesehatan adalah sebagai 
berikut : 
Jalannya kaku dan agak membungkuk (jika organ 
keseimbangan yang ada pada telinga bagian dalam terganggu); 
gerak matanya lebih cepat; gerakan tangannya cepat/lincah; dan 
pernafasannya pendek; sedangkan dalam aspek kesehatan, pada 
umumnya sama dengan orang yang normal lainnya. 
c.  Tunadaksa adalah individu yang mengalami kelainan fisik, atau 
cacat tubuh, yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang 
mengalami kelainan anggota gerak dan kelumpuhan yang 
disebabkan karena kelainan yang ada di syaraf pusat atau otak. 
Ciri-ciri anak tunadaksa dapat dilukiskan sebagai berikut: 
a. Anggota gerak tubiuh kaku/lemah/lumpuh 
53 
 
b. .Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna,tidak lentur/tidak 
terkendali). 
c. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak 
sempurna/lebih kecil dari biasa. 
d. Terdapat cacat pada alat gerak. 
e. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. 
f. Kesulitan pada saat berdiri/berjalan/duduk,dan menunjukkan 
sikap tubuh tidak normal. 
g. Hiperaktif/tidak dapat tenang. 
d.  Tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan perilaku, 
yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di 
sekolah maupun dalam lingkungan sosialnya. 
Karakteristik sosial adalah : 
a. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain, dengan 
cirri-ciri: perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya 
melnggar norma budaya, dan perilaku melanggar aturan 
keluarga, sekolah, dan rumah tangga. 
b. Perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak 
mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap 
membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. 
Adapun  Karakteristik emosional yaitu : 
a. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, 
seperti tekanan batin dan rasa cemas. 
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b. Adanya rasa gelisah, seperti rasa malu, rendah diri, 
ketakutan, dan sangat sensitive atau perasa 
e.  Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang 
signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan 
ketidakmampuan dalam adaptasi prilaku yang muncul dalam masa 
perkembangan. 
Adapun karakteristik anak Tunagrahita yaitu : 
a. Secara umum karakteristik anak tunagrahita ditinjau dari segi 
akademik, sosial/emosional, fisik/kesehatan. Di samping perlu 
pula ditinjau berat dan ringannya ketunagrahitaan, sehingga 
perlu dibahas karakterirtik tunagrahita ringan, tunagrahita 
sedang, dan tunagrahita berat dan sangat berat. 
b.  Pemahaman karakteristik sangat penting karena dapat 
menentukan layanan pendidikan bagi tiap jenis anak 
tunagrahita. Misalnya materi pelajaran bagi anak tunagrahita 
ringan lebih tinggi jika dibandingkan dengan materi pelajaran 
bagi anak tunagrahita sedang, berat, dan sangat berat. 
f. Idiot adalah kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat 
dengan  anak normal usia 2 Tahun, wajahnya terlihat seperti wajah 
dungu. 
F. Perlindungan Saksi Dan Korban 
Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the 
law) yang menjadi salah satu cirri Negara hukum, saksi dan korban dalam 
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proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Oleh 
karena itu pemerintah telah mengesahkan undang-undang Nomor 31 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun pokok 
materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban meliputi: 
1. Perlindungan dan hak Saksi dan korban; 
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan 
4. Ketentuan pidana. 
Dalam Pasal 1 undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, 
ditentukan bahwa: 
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 
 
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 
tindak pidana. 
 
 Menurut Barda Nawawi Arif (2001:56) perlindungan korban dapat 
di lihat dari dua makna,yaitu : 
56 
 
1. Dapat diartikan perlindungan hukum untuk menjadi korban 
tindak pidana; 
2. Dapat diartikan perlindungan untuk memperoleh 
santunan/jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang 
telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan ini dapat 
berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) pemulihan 
keseimbangan batin, pemberian ganti rugi, dan sebagainya. 
            Hak saksi dan korban sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah : 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, serta bebeas dari ancaman yang 
berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedangm atau telah 
diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perrlindungan dan dukungan keamanan; 












A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di kota Makassar dengan meminta data dari 
masyarakat mengenai kekerasan dan penghinaan terhadap penyandang 
cacat, dan pihak-pihak yang berperkara dengan pertimbangan bahwa di 
kota Makassar, sering terjadi kekerasan dan penghinaan terhadap 
penyandang cacat. 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini dan sumbernya dibagi dalam 
dua jenis, meliputi : 
a. Data primer, data yang diperoleh dari responden bagian yang 
menangani penyandang cacat, data ini di peroleh secara langsung 
melalui daftar pertanyaan. Di pilihnya sumber tersebut berdasarkan 
pertimbangan bahwa mereka itulah yang lebih banyak mengetahui 
tentang kekerasan dan penghinaan terhadap penyandang cacat. 
b. Data skunder, data yang diperoleh melalui buku – buku, arsip, 
dokumen resmi, laporan tahunan, dengan cara menelusuri, membaca 







C. Teknik Pengumpulan Data 
  Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
1. Wawancara (interview) 
  Dapat menggunakan petanyaan yang disusun secara 
sistematis, untuk memperoleh data yang relevan dan untuk dijadikan 
bahan analisis. 
2. Membuat Kuisioner 
        Suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar 
pertanyaan yang diisi oleh responden yang bersangkutan untuk 
mendapatkan data mengenai masalah yang diteliti, serta membuat 
pertanyaan yang mengacu pada indikator masing-masing variabel. 
 
D. Populasi dan sampel 
  Populasi pada penelitian ini adalah semua penyandang cacat 
yang berada di sekitar Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, 
Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Makassar di Kota Makassar. 
  Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 






E. Metode Analisis Data 
  Data yang diperoleh dari berbagai sumber, penulis mengelola 
dan menganalisa sebagai berikut: 
1. Metode Induktif yaitu cara menganalisis data dengan menyajikan 
data dari yang bersifat khusus lalu digunakan secara umum 
2. Metode deduktif yaitu cara menganalisis data dari yang bersifat 
umum     kemudian yang disimpulkan secara khusus. 
             Semua data yang diperoleh baik data skunder maupun data 
primer terlebih dahulu diolah dengan menyusun, membaca dan 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Untuk mencari tahu mengenai korban kejahatan kekerasan dan 
penghinaan terhadap penyandang cacat, dan juga untuk mengetahui 
bagaimanakah kendala dalam penanganan kejahatan kekerasan dan 
penghinaan terhadap penyandang cacat di Kota Makassar, Maka penulis 
melakukan pembagian kuisioner dan wawancara kepada korban 
kejahatan yang pernah mengalami kekerasan dan penghinaan terhadap 
penyandang cacat di Kota Makassar. Selama melakukan penelitian 
kurang lebih satu bulan, penulis telah mendapatkan 8 korban kejahatan 
kekerasan dan penghinaan yang terjadi di Kecamatan Tamalanrea, 
Kecamatan Manggala, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Makassar.  
Sebelum penulis membahas tentang hasil penelitian maka terlebih 
dahulu memaparkan jumlah penyandang cacat yang tersebar di Kota 
makassar, umur korban, masyarakat yang pernah melihat atau 
mendengar kekerasan dan penghinaan tersebut, Kekerasan dan 
penghinaan yang di alami korban di setiap kecamatan. Data yang telah 
diperoleh dari wawancara tersebut, akan Penulis paparkan selengkapnya 
dalam bentuk tabel di bawah ini. 
1. Jumlah Penyandang Cacat di Kota Makassar 
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Populasi Penyandang Cacat terdata di Kota Makassar  
menurut data Persatuan Penyandang Disabilitas Sulawesi Selatan 
(PPDI)  sebanyak 2.250 orang yang terdiri atas 1.794 orang 
Penyandang Cacat fisik, 242 orang Penyandang cacat Mental dan 
214 orang penyandang fisik dan mental (Ganda), terdiri atas : 
Tabel 1 
Jumlah penyandang cacat sesuai jenis kelamin 
NO. JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE 
1. Laki-laki 1.390  62  
2. Perempuan 860  38  
Jumlah 2.250 100  
Sumber:  Persatuan Penyandang Disabilitas Sulawesi Selatan 
 (PPDI) Sul-Sel. 
 
 Pada tabel di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 
penyandang cacat kebanyakan adalah laki-laki dengan perhitungan 
laki-laki ada 1.390 orang dan perempuan 860 orang sehingga total 
yang mengalami cacat  2.250 Orang dengan Dominasi terbanyak 
Laki-laki. 
Pada penelitian ini Penulis akan melakukan pengkajian 
terkait jumlah penyandang cacat di Kota Makassar. Hal ini dapat 
dilihat pada data yang diperoleh Penulis di Persatuan Penyandang 
Disabilitas Sulawesi Selatan (PPDI) Sul-Sel, Penulis sajikan dalam 








Data Jumlah Penyandang Cacat di kota Makassar 
NO 





1. Tunanetra 249 11,06 % 
2. Tunarungu 579 25,73 % 
3. Tunadaksa 1.199  53,28 % 
4.  Tunagrahita 223 9,93% 
    Jumlah 2.250 100% 




2. Umur korban yang mengalami Kekerasan dan Penghinaan 
a. Umur korban yang mengalami kekerasan/penghinaan terhadap 
penyandang cacat. 
   Umur korban yang mengalami kekerasan/penghinaan dari 
hasil wawancara terhadap 10 orang maka hasil penelitian dalam 
bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 3 
Umur korban yang mengalami kekerasan/penghinaan 
NO UMUR (TAHUN ) JUMLAH PERSENTASE (%) 
1. 30-40 3 30 
2 40-50 3 30 
3 >50 4 40 
JUMLAH 10 100 
            Sumber : Data Primer, 2015 
 
Berdasarkan tabel ke 4 dapat di ketahui bahwa dari 10 responden 
umur korban yang paling tertinggi adalah kelompok umur >50 
(40%), sedangkan kelompok umur terendah 30-40, dan 40-50 





3. Masyarakat dan korban  
a) Dari hasil wawancara 10 responden di masyarakat yang pernah 
melihat kekerasan/penghinaan terhadap Penyandang cacat, 
maka penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini : 
 
Tabel 4 







1 Penyiksaan 2 20 
2 Diskriminasi 5 50 
3 Menfitnah 1 10 
4 Mempermalukan 2 20 
Jumlah 10 100 
     Sumber : Data Primer, 2015 
Dari tabel di atas maka dapat di ketahui dari 10 responden yang paling 
tertinggi bentuk kekerasan yang di lihat diskriminasi dengan jumlah 5 
(50%), sedangkan yang paling terendah menfitnah dengan jumlah 1 
(10%). 
b) Korban yang mengalami kekerasan/penghinaan dari 10 
Responden hanya 7 yang mengalami, maka penulis sajikan dalam 
bentuk tabel berikut ini : 
Tabel 5 
Kecamatan Korban yang mengalami kekerasan/penghinaa 
NO KECAMATAN KELURAHAN JUMLAH 
PERSENTASE 
(%) 
1 TAMALANREA TAMALANREA JAYA 2 20% 
2 MANGGA5LA MANGGALA 2 20% 
3 TALLO KALUKUANG 2 20% 
4 MAKASSAR MACCINI 1 10% 
JUMLAH 8 80% 
 Sumber : Data Primer,2015 
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  Dari tabel tentang bentuk kekerasan/penghinaan yang 
mengalami kekerasan/penghinaan  maka 8 responden yang 
mengalami kekerasan/penghinaan, korban yang mengalami sama 
banyak di setiap kecamatannya yaitu 2 (20%) orang. 
c) Korban yang mengalami kekerasan/penghinaan ada 8 
Responden yang mengalami, maka penulis sajikan dalam 
bentuk tabel berikut ini : 
 
Tabel 7 
Korban yang mengalami kekerasan/penghinaan 
NO BENTUK 
KEKERASAN/PENGHINAAN 
JUMLAH PERSENTASI  
(%) 
1 PENYIKSAAN 3 30 
2 PENGHINAAN 5 50 
  8 80 
    Sumber : Data Primer,2015 
 
Dari tabel tentang bentuk kekerasan/penghinaan yang korban alami dari 8 
Responden yang mengalami dan bentuk kekerasan/penghinaan yang 
korban alami yang paling tertinggi yaitu Penghinaan sejumlah 5 (5%), 
sedangkan yang terendah yaitu penyiksaan 3 (3%). 
B.  Pembahasan 
1.  Analisis Viktimologi terhadap Penyandang Cacat yang mengalami 
kekerasan kejahatan dan Penghinaan 
 Berkaitan dengan hal Analisis Viktimologi Kekerasan dan 
Penghinaan maka harus pula memahami sampai sejauh mana peranan 
korban terhadap terjadinya kejahatan tersebut : 
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 Menurut Penulis, dalam Ilmu Hukum pidana, mempelajari 
tentang korban dalam suatu tindak pidana dalam hal ini Kekerasan dan 
Penghinaan sangat penting karena korban merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari kejahatan. Berkaitan dengan hal ingin 
mengetahui masalah terjadinya tindak pidana Kekerasan dan 
penghinaan maka harus pula memahami sampai sejauh mana peranan 
korban terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan dan penghinaan 
tersebut. 
Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan terkait dengan 
kekerasan penghinaan terhadap cacat  di Kec.Tamalanrea 
Kel.Tamalanrea Jaya, Kec.Manggala Kel.Manggala, Kec.Tallo 
Kel.Kalukuang dan Kec.Makassar Kel.Maccini, dapat disimpulkan 
bahwa ternyata kekerasan yang terjadi di kelurahan Tamalanrea, Di 
mana satu korban ada yang di fitnah dan membuat korban tersebut 
untuk menghidupi keluarganya, dan korban terusir dari kampung 
halamannya dan harus mengungsi di perkampungan Penyandang 
Kusta, dan kasus lainnya di kecamatan ini yaitu kekerasan yang 
langsung juga di alami korban perkosaan yang di alami perempuan 
tunarungu, dia di perkosa oleh seorang pemuda di sekitar tempat 
tinggalnya, maka korban hamil dan keluarga tidak melaporkan ke polisi 
karena mereka orang yang terpandang di tempat tinggalnya, keluarga 
takut malu dan aib tersebut tersebar luas.  
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Adapun  di Kelurahan Maccini kekerasan langsung yang biasa 
korban alami yaitu dipukuli oleh preman yang hilang kesadarannya 
akibat minuman keras. Korban mengutarakan alasan mengapa harus 
melewati jalan yang menjadi tempat preman-preman kumpul pada 
umumnya karena hanya itulah satu-satunya jalan utama menuju rumah 
korban. Hal ini dipengaruhi karena korban biasanya pulang larut malam 
akibat tuntutan pekerjaan yang mengharuskan pulang hingga larut 
malam. Kasus yang lainnya di Kecamatan ini korban yang kerja di 
percetakan, korban sering mendengar cacian yang membuat korban 
sakit hati alasannya karena pekerjaan korban kurang memuaskan.  
Adapun di Kecamatan tallo penghinaan yang biasa korban 
terima yaitu, di mana dalam bidang pekerjaan. Pada kasus penerimaan 
PNS korban tunanetra mengikuti tes pada salah satu departemen, 
maka kertas tesnya diberi tanda. Hal ini untuk memudahkan panitia 
seleksi menyingkirkan penyandang cacat tersebut agar tidak masuk ke 
dalam struktur departemennya. Kasus yang lainnya di bidang 
kesehatan korban kusta yang sudah mengalami kecacatan pada 
kakinya, korban tersebut sedang hamil maka korban berencana 
memeriksakan kandungannya di Rumah Sakit Tadjuddin Chalid, di 
sinilah bentuk Penghinaan yang terjadi dia mendaftarkan namanya 
paling atas untuk periksa kandungan namun korban tersebut namanya 
tidak di panggil dan di tulis kembali di urutan terakhir ketika dokter 
sudah pulang, dan masih banyak penyandang cacat yang tidak 
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memperoleh jaminan kesehatan (Jamkesmas atau Jamkesda). Kasus 
Penghinaan juga terjadi di Kecamatan Manggala gaji korban di bedakan 
dengan orang normal, korban protes sama atasannya tapi atasannya 
hanya berkata memang itu peraturannya, maka korban berhenti 
bekerja. Kasus yang lainnya yaitu jika Korban ke mall, Spg malas 
melayani, bahkan ada yang mencibir, jutek, memandang korban 
seolah-olah korban adalah orang jahat. 
 Dari hasil wawancara di atas maka di simpulkan bahwa Korban 
mengalami Kekerasan dan Penghinaan karena situasi atau kondisi 
yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak pelaku 
melakukan kejahatan serta karena Korban tidak berdaya untuk 
melawan karena korban merasa dirinya golongan lemah mental, fisik, 
dan sosial yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan, 
sering di manfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya 
lebih kuat dari pihak korban contohnya : Seperti yang di alami 
Perempuan Penyandang Tunarungu tidak bisa berteriak dan sangat 
ketakutan ketika di ancam untuk diam oleh pelaku. Mereka yang 
terasing dan yang di anggap lemah oleh masyarakat, berada di daerah 
yang rawan yang memungkingkan pihak korban menjadi sasaran 
perbuatan jahat dan lemahnya bukti yang mereka dapatkan untuk di 




2. Kendala dalam penanganan kasus Kekerasan dan Penghinaan 
terhadap Penyandang Cacat 
 Adapun kendala dalam penanganan dalam mengalami kasus 
Kekerasan dan penghinaan terhadap Penyandang cacat, setelah 
melakukan wawancara di polrestabes makassar maka penulis 
menyimpulkan kendala yang di alami pihak aparat yaitu : 
a. Dalam hal komunikasi kasus terhadap Penyandang Cacat yang 
melakukan pelaporan, Polisi menyediakan penerjemah untuk 
memudahkan Penyandang Cacat agar keterangan yang di laporkan 
jelas dan mudah di pahami. Tetapi ada pula penerjemah yang bias 
terkadang tidak sesuai dengan yang di sampaikan Penyandang 
Cacat. 
b. Bagi penyandang Tunanetra jika melaporkan kejahatan di polisi, 
polisi kadang susah untuk mengetahui pelaku yang melakukan 
kejahatan terhadap mereka, karena mereka tidak dapat melihat 
pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. 
c. Penyandang Cacat mental seperti idiot atau gila susah diminta 
keterangannya karena mereka terkadang bicara tidak jelas dan tidak 
masuk akal.  
d.  Harusnya aksebilitas bagi Penyandang cacat di sediakan 
Pelayanan di lantai 1 Polrestabes, agar mudah dijangkau oleh 
Penyandang Cacat, karena pelayanan untuk Penyandang Cacat 
masih di lantai 2 agar mudah dijangkau. 
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e. Masih banyak kasus Kekerasan dan Penghinaan yang tidak di 



























Pada bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari 
permasalahan yang telah dirumuskan pada bab terdahulu, kesimpulan-
kesimpulan yang diperoleh Penulis, adalah sebagai berikut : 
       1. a.   Peranan korban terhadap terjadinya kekerasan/penghinaan   
                 terhadap penyandang cacat di Kota makassar, antara lain   
                 karena kecacatannya, dan potensi untuk membela diri kurang. 
 b.  Penyandang cacat yang menjadi korban 
kekerasan/penghinaan tidak dapat di jadikan dasar 
pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana terhadap 
pelaku khususnya di kepolisian dan kejaksaan. 
2. a.  Masih banyak kasus Kekerasan dan Penghinaan yang tidak di   
      laporkan karena takut malu yang seharusnya kasus itu harus  
      di proses. 
b.  Pihak aparat kepolisian menyediakan aksebilitasi yang bisa 
menfasilitasi penyandang cacat yang membutuhkan bantuan 
dan penerjemah tetapi penerjemah yang disediakan 








Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis kemukakan di atas, 
maka untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah tangga di 
wilayah hukum di kota Makassar, maka Penulis mengajukan beberapa 
saran sebagai berikut :  
1. Diharapkan agar semua pihak yang terkait, baik Kepolisian 
Lembaga-lembaga bantuan hukum, sampai pihak pemerintah 
serta masyarakat agar terus meningkatkan kerjasama secara 
terpadu dalam menanggulangi terjadinya 
Kekerasan/penghinaan dan tidak melakukan diskriminasi 
terhadap Penyandang Cacat khususnya di kota Makassar. 
2. Pemerintah daerah perlu memberikan pembinaan dan 
dukungan modal ataupun fasilitas usaha mandiri dan 
berkelanjutan. 
3. Bagi Pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan bantuan 
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